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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemerintahan yang baik di daerah sangat berkaitan erat dengan
otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-
daerah. Sehubungan dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat self
governance atau the coundition of living under one’s own laws. Oleh karena itu
otonomi daerah lebih menitikberatkan pada aspirasi daripada kondisi. Tujuan otonomi
adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain
menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.t

Mencermati uraian diatas, otonomi daerah dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah memberikan
kesempatan kepadadaerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah
tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala
kemampuan yang dimiliki daerah termasuk dalam hal penanganan bencana dan tak
terkecuali pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk

di Provinsi Kalimantan Selatan Khususnya Kabupaten Tanah Laut.

1 Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung:
Nuansa Cendekia, 2016), h. 23.



Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara global. World Health
Organization (WHO) menyatakan bahwa pandemi dinyatakan ketika penyakit baru
menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Corona mulai menjadi epidemi pada
Desember 2019 yang kemudian menyebar keseluruh dunia hingga pada tanggal 12
Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi setelah tercatat
169,610 kasus virus corona di seluruh dunia.> Langkah awal yang diambil oleh
pemerintah Republik Indonesia adalah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 7
tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13
Maret 2020 yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020.

Sebagai bentuk langkah preventif pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam
penanggulangan Covid-19, Bupati Tanah Laut mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 99 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan
Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sekaligus untuk
melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin
dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomot 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona

2 https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/ga-for-public (diakses 14 Oktober
2021)



Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Demikian pula Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.®

Pasal 1 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 tentang Protokol
Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan
Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 menyebutkan bahwa protokol Kesehatan Covid-19 yang selanjutnya
disingkat PK Covid-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan
Covid-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar
rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir. Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomr 99 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan
Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 secara tegas
menyebutkan aturan-aturan protokol kesehatan di berbagai tempat dan situasi, mulai
dari protokol Kesehatan Area Publik atau Tempat Umum (Pasal 5), Protokol
Kesehatan di Kantor atau Tempat Kerja (5), Protokol Kesehatan di Tempat Ibadah
(Pasal 6), Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat, Pasar Modern (Minimarket) dan
Pedagang Kaki Lima (Pasal 7), Protokol Kesehatan di Restoran atau Rumah Makan
(Pasal 8), Protokol Kesehatan di Sekolah/Madrasah/ Pesantren (Pasal 9), Protokol
kesehatan setelah melakukan perjalanan dari Negara/Area/ Daerah terjangkit (Pasal
10), Protokol Kesehatan bagi Perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing

(Pasal 11), serta Protokol Kesehatan Khusus (Pasal 12).

3 Danung Arifin, Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, diakses dari
https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional, 22 Oktober 2020)



https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomr 99 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan
Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol
Kesehatan Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 perlu untuk dilaksanakan mengingat saat ini masih banyak masyarakat
Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Pelaihari yang beraktivitas tanpa
menerapkan protokol kesehatan. Peraturan ini telah ditetapkan dan diundangkan di
Pelaihari pada tanggal 28 Juli 2020. Namun hingga saat ini implementasi peraturan
tersebut dinilai masih belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang
menunjukkan perilaku tidak patuh terhadap protokol kesehatan, tidak sedikit
masyarakat yang hanya memakai masker apabila melihat atau berpapasan dengan
aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian ataupun dari Satuan Polisi Pamong
Praja. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini
menyebabkan jumlah kasus positif virus corona di Kabupaten Tanah Laut mengalami
laju pertambahan yang cukup pesat. Hingga tanggal 18 Agustus 2021 total kasus
Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut adalah 6.410 orang, dengan rincian 528 orang
positif dirawat, 5.698 orang sembuh dan 184 orang meninggal dunia. Khusus untuk
positif dirawat yang paling banyak adalah berasal dari Kecamatan Pelaihari dengan
total kasus positif sebanyak 3.373 kasus, dengan rincian 237 sedang dalam perawatan
dan 3136 dinyatakan sembuh. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terkait
dengan implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari menemukan adanya pengenaan

sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati tersebut. Pada Bab IV Pasal 13



Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap orang
yang melanggar ketentuan tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (face
sheild) selain mendapatkan teguran lisan, teguran tertulis juga dikenakan denda
adminitratif sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), namun kenyataan yang
peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengungkapkan denda
administratif yang harus di bayar oleh pelanggar adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua
ratus ribu).

Hal inilah yang kemudian menarik bagi peneliti untuk mengkaji pelaksanaan
atau implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 khususnya di Kecamatan Pelaihari.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai
Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang
Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019,

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan dengan :
1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun

2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap



Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019?

Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan
Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol
Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019?

C. Tujuan Penelitian

adalah :

1.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99
Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi
Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol
Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis



Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata
Negara khususnya mengenai implementasi peraturan daerah.

Secara praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan sebagai wujud
upaya penanggulangan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 di

Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Pelaihari.

E. Batasan Istilah

Guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, diperlukan batasan

istilah sebagai penjelasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun

batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1.

Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.* Implementasi yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan
Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,
yang diukur melalui indikator implementasi kebijakan menurut Grindle.
Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat

pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah

327.

4W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), him.



peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi atau dalam
menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.® Peraturan Bupati yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020
tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

F. Kajian Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan
dengan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai
penelitian ini dan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan, di antaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Idham Imam Saputra®, Pengaruh
Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Fokus utama penelitian ini adalah membahas
tentang Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan
Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci. pandemi virus corona telah
ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun
2020. Penelitian ini menggunakan dua variabel (1) variabel bebas adalah implementasi
Kebijakan dengan indikator penelitian : komunikasi, disposisi, sumberdaya dan

struktur birokrasi. (2) Variabel terikat adalah Efektivitas Kebijakan dengan indikator

5 https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.ntml (2
Mei 2021)

6 Idham Imam Saputra, Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas
Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Jurnal Ilmu Pengetahuan
Sosial. 2020. Volume 2. Nomor 2.


https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html%20(2

penelitian : keberhasilan dan dampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling dengan sampel sebanyak 60 responden. Populasi penelitian
terbagi dalam dua kelompok yaitu pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat. Data
yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan model regresi
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan (1) efektivitas kebijakan penanganan virus
Covid-19 yang diterapkan pemerintah kabupaten Kerinci berada pada level sedang
dengan skor rata-rata jawaban responden 62.3%. (2) nilai Pearson Corelation sebesar
0,859 sehingga derajat hubungan antar variabel adalah korelasi sempurna dan bentuk
hubungan positif. (3) nilai R square sebesar 0.738 sehingga variabel implementasi
kebijakan mempengaruhi 73.8% variabel efektivitas kebijakan. Perbedaan dengan
penelitian Saputra terletak pada tempat penelitian dan pendekatan penelitian karena
penelitian Saputra menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang
akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Meskipun sama-sama membahas
mengenai Implementasi kebijakan berkaitan dengan Penanggulangan Covid-19, tetapi
peraturan yang dijadikan sebagai fokus penelitian berbeda.

Kedua, artikel yang ditulis olen Nur Rohim Yunus’, Kebijakan Pemberlakuan
Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Tahun 2020
merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara
Indonesia. Hal itu disebabkan munculkan wabah virus Corona, yang bermula dari Kota
Wuhan China, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Awalnya pemerintah tidak

mengikuti cara yang digunakan oleh beberapa negara lainnya terkait informasi yang

" Nur Rohim Yunus, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran
Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. 2020. Volume 7 No. 3.
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diberikan mengenai virus corona Covid-19, yaitu dengan melakukan reaksi cepat
sosialisasi pencegahan. Penyebabnya, agar masyarakat Indonesia tidak khawatir
dengan isu yang mengkhawatirkan, selain untuk meminimalisir adanya berita Hoax
dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya wabah Covid-19 ini juga
menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena banyak warga Indonesia
yang terkena dampak penularan virus ini. Oleh karenanya, pemerintah berinisiatif
untuk mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari guna mengantisipasi penularan
wabah corona ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan,
seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya,
serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia
sudah mengalami kondisi di mana kekhawatiran masyarakat terhadap Covid-19 cukup
besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai
upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona Covid-19. Perbedaan pertama
adalah lokasi atau tempat penelitian, kemudian fokus masalah yang dibahas dalam
penelitian Yunus adalah mengenai lockdown, sedangkan penelitian yang akan
dilakukan fokus pada peraturan Bupati mengenai protokol kesehatan dan sanksi
terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Ketiga, artikel yang ditulis Leo Agustuno® yang berjudul Analisis Kebijakan
Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Artikel ini mendiskusikan
mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus

korona (Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Dengan memahami upaya, langkah, dan

8 Leo Agustuno, Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia.
Jurnal Borneo Administrator. 2020. VVolume 16 No. 2.
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kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat
dinilai strategi penanganan tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, pendekatan
deliberative policy analysis digunakan. Pendekatan ini menganalisis narasi dan
argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel
jurnal, surat kabar, berita online, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan
penting dari tulisan ini adalah, pertama, narasi negatif dan lambannya respons
pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elite
politik sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya
krisis (sense of crisis) yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan
keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini
mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Ketiga,
ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah. Tampaknya,
upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas.
Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah untuk
mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian
Agustuno adalah lokasi penelitian, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan
juga berbeda karena Agustuno menggunakan pendekatan deliberative policy analysis

sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.
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G. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian akan disusun ke dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, Batasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab 11 Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik, yang memuat landasan teoritis
berkaitan dengan kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

Bab 11l Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber
data, Teknik Pengumpulan data dan Analisa Data.

Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, berisi Penyajian data dan pembahasan
hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran



